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PERATURAN UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR -2 TAHUN 2011

Tentang
KODEETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

Menimbang: a. babwa  Tenaga Kependidikan sebaga: salah satu unswr apaatur
negara. dan abdi masyerakat, dzlam melaksanakan tupas Jan
pergaulan hidup sehari-hori harus berskap dan berperilaku yang
menjurjung Unggi nilsi-nilai etika Tenaga Kependidikan;

b. bahva untuk menanamkan dan mengamalkan etika bagi Tenags
Kependidikandi lingkungan Universitas Moetarem. dipandang perlu
menctapkan Peraturan Rektor Universitas Mataram tentang Kode
Ctik Tenaga Kependidikan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 8 Tahun 1974 testang
Pokok-Pokok Képepawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tetim 1974 Nomor $5; Tembahan Lembara Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) stbuguimana tefah dlubah dengan Undang-

Undang Repuhlik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169 . Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undeng-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidiken Nasiomd (Lembaran Negara Republik
ndonesia tahun 2003 Nomor 78; Tambahan lemberan Negara
epublik Indonesia Nomor 4301);

Feralumn Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahup 1999
fg_g;g‘l’cndidikan Tinggl; (Lembaran Negara Republik [ndonesia
ABun- 1999 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik

“ - Ingonesia Nomor 3859);

r n Pemerintaly Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004

g Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri

- -wipiby (embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

436;1# halian: Lembarn Negara Republik Indonesia Nomar

Y SF tiran Pererintah Repuldik Indanesia Nomaor 53 Talun 2010

Scanned by CamScanner




———rTRTTSTTT
3

lestany  Peruiuran Disiplin Pegawai Megeri Sipil; (Lembaran
Negara: Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $135);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96M Tahun 2009
. Aetang Pengenglatan Rektot Universitas Materam Periode 2009 -
AR e T B e RS ) S e
~ 7:Kcputusan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
' Indonesia Nomor 0131/0/1995 tentang Organisasi daa Tata Keia
Universitas Malaram: ( ,
8. Keputusan Menteri Pendidiken Nasionzl Republik Indcnesia
Nomor 088/0/2003 tentang Statuta Universitas Mataram.

Memperhatikan: ~ Rapat Senat Urivessitas Mataram tanggal 7 Mci2011
MEMUIUSKAN
-!‘-{:raclabkaﬁ
Pertama

Kede Etik Tenaga kependidikan Universitas Mataram.

Kedua - ‘Ko,_d'c - Etik . Tenapa - kependidikan Universitas  Mataram

Hn gt ~ --scbapaimana yang dimeksid dikton Pertama diberlakukan bagi

orsemuy ) Pepawni - Administrasi, Kepustakaa dant Laboran i
~UniversiasMataram. . 00V

Ketipa ¢ Keputusan int mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
: H
: ¢
. Dietapkan di Mataram ‘*
As; Padatanggal 10 Mei2011 ’
.I";‘-\} ‘ ;
A i I
Prof. Ir. Sdnarpi, PhD, —
N\ #ex10wNIPA96208041986091001
i e T i
an Keputusan inj disampaikan kepada ;
Menteri Penididikan Nasional' R dj Jakorta:
ekrelaris Jenderal Kemendiknas di Jakanta:
yicn Dikti ‘

Kenendiknas di Jakans; -

Ijen Kenendiknas di Jakarta;
an Fakulias dalam Lingkungan Hoam
etaris Senat Universitas Muatarom di Matarzm
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BABI
KETENTUAN UbMUM

Pasal |

Dralem Peraturan Pcmmntah ini yang dimaksud dengan:

Universitas adalah Universites Metarzm.

1. Rekior zdalah pimpimn fertinggi Universites yang benwenang dan bertanggung

jawzbatas pclnksama.n pcayt!cn gzaraan Unjveesitas.

Dekan zdalsh pimpinan tertinggi di Fakults® yang berwenang dan berfanggung
jawzb atas penyeleaggarazn dan tata kelola Fakultas.

Tenaga Kependidikan adaleh tenaga yeng bertuges melaksanakan administrasi,
pen,,clole..m, pengembangan, penpavasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang
proszs pendidiken pada satuan pendidikan.

Sivitas Akedemika adalah komunitas yang tardirt 2:a5 doszn dan makaciown prida
Univarsitas Metarem.

Pegawai Negeri Sipil adalal Calrn Pegawas “epen Sipit don Peganai Negeni Sips!
s=begzimana “dimiksud dalam Undang-undang \omor 3 Tahua 1974 \entang
Pokok-Pokok” Kepegawaian scbigaimana teloh divbch dengan Undang-undang
Nomor 43 Tehun 1999.

Etika merupaken porma yang menjadi pemendu perilaku bagi sertiap orang untuk
bersikap, bcrpcnlaku dan berfindk tenlang 2pa yang baik dan semestinya
dllnkukm

Kode Etik Tcnaga kc;end!dxkan adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan
- petbuatin Tenaga ch(mdxdlknn di dalzm melaksznakan fupasnya dan pergaulen
- hidup schari-hari.

Maelis Kchormmn Kode Tiik Tenaga Kependidikan yang selanjutnyn disingkat
- Majelis Kode Etik adaloh lemboga non strktwel pada Universitas yang bedugas
melakukan penegaken, pelaksaraan seda menyclesaikan pelanggaran kode efik
. yang dilakukan oleh Tenaga Kepzndidikan,

0.Pelanggarzn adalah segala bentuk vcapan, fulisan slau perbuatan Tenaga

- Kependidikun yung bertentangan dengan Kode Eulk Tenaga Kependidikan
11. Pejabat yang bcrwenzng adalah Rektor ataw Pejabat yang mwendapat delegasi dari

Rektor.
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BAB I
KEWAJNBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Paszal 2

Dalun pdtksmam tugss kedinasan dan kehidupan schari-hari  setisp Tenaga
Kepaudxdikm wajib bersikap dan berpedoman pada:

& c@kﬁﬂm temnegara;.

b. etika dalem berorgnnisasi;

o efika dalem bermasyarakat;

d.eﬁkatcrhadsp din sendin; dan

< tlika lcrhadap sesama T:naga Kep-cndldlkm.

‘ " BAB1IL
KODE Fﬂl\ TENAGA KEPENDIDIKAN

i e , Pasal 3

Etika dalam bernegars meliputi

N i meleksanaken sepenuhnya Pancasita dan Undang-Undang Dasar 1945:

» ! mcngangka& harkat dan martabat bangsa dan negara;

. menjadi. perekat dan pemersatu bangsa dalam Neg:ua Kesatuan Republix
lndcnn;ua, :

qmn semia peatumn pemndangs undangan yang berlaku dalam melaksanakan

‘ :kunmbcl dalam me]aksanakm tuga.; pcnydenggaman pcmg,nmahm yang bersih
daanrmbam;

anggap, {erbuka, j jujur, dan akurat, serta tepat wakiu Jalan meleksunukan seiizp

kebijekan dan program Universites: dan/alan Fakultag;

mcnggmakan atau mcmanfaatkan semu sumber daya Negan secan efisicn dan

B 1 lIdak mcmbcrikan kaaksxan palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 4

Etika dalam berorganisasi adalah:
a mclaksanaka_n tug;s dan wewenang seswai ketentuan yang berlaku;
b. menjaga informasi yang bersitat rahasia;
; :_-‘mmp kebijakan yang ditetapkan olch Rektor alaw Dekan:
s kerja untuk meningkatkan Kinsijaviganisasi;

i sama ':mm kooperatif dengan unit kcga laia yang terkait dalnm
ncapa::m lu_nmn
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f. memiliki kempetensi dalam pelaksanaan wugas;

g- petuh dan taat terhadap standar oparasional dan lala kerja; .

h mengembangkan pemikiran secera krealif dan inovatil dalam rangka peningkaan
kinerjaorganisasi; =

i. berorientasi peda upaya peningkstan kuslias kefa.

Pasal 5
Etika dalam bermasyarakat meliputi:
2. mewujudkan pola hidup sederhana; _
b. memberikan pelayanim dengan empati, hormat daa ssntun 122pa pamrik dan tanpa
unsur pernaksaan; ‘ :
c membzrikan pelayenan sccara cepat, tepal, tetbuka, dan adil sena tidak
giskriminatifiiseass oo @ b i ;
. d. tanggap terhadap keedamn lingkungan masyarakal, _ ‘
% “ ¢ berorizntasi kepada peningkatan Lessjahieraun niasyarakat dalam melaksanoknn

Paszl 6
Efiks terhadap dir seadiif meliputi: |
‘2. jujur danterbuka serta fidak memberikan informasi yang tidak benar.
b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

aif vaiuk meningkatkan kualitas pengetshinn, kemampuan, keterampilan.
‘f- memelibara keéschatan jasmani dea rohani;

c menghindarf konflik kepentingn pribadi, kelompok, maupun golongan;
& bednisialf v
.. memiliki daya juang yang linggl;
- menjaga keutuhan das keharmonisu keluargs;
- berpenampilan sederhana, rapih, dan sopsn.

 pasal 7

Etika terbadap sesama Tenaga Kependidikan:
s, saling mcng,horma'li sesama  Tenaga  Kependidikan  yang  memecluk
sgama/kepercayam yang berlainan:
b, memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Tenaga Kependidikan;
¢, saling menghormati antara teman sejawal, baik secara vertikal maupun horizontal
- galam satu unit Kegt maupun antr bnit kerja;
J menghaga peabedann pendapat:
, menjunjung linggi harkat dan'martabat Tenzga Kependidikan:

ni ymenjalin kerja sama yang kooperalif sesama Tenaga Ke pendidikan;

o T

menjaga d
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g. berhumpun dalam satu wadah Komps Pepowsi Republik Indonesia yang menjamin
owijudnya solidaritas dan soliditas semuz Tenaga Kependidikan dalam
memperjuangken hak-hakaya.

BABIV
. PENEUAKAN KODE ETIK

Pasal §
Tenaga Kependidikan yang melakuken pelanggaran Kode Elik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal §, Pasal 6, dan Pesal 7 dikenakan sanksi moral dan/atan
sanksi adminisitratif

Pasal 9
(1) Sanksi moral scbagaimana dimaksud dalem pasal 8 dijatubkan oleh Pejabat yang
bcr*-‘cnang
{2) Sarksi moral sebagzimana dimaksud dalam Pasal § benupa.
. permyataan seeara tertutup; afsy
b. pemyataan secara terbuka,
(3} Dalam Pemberian. sanksi ,moral acbagaunana dimaksnd dalam ayat (2) harus
-discbutkan jenis pclanggamn kodz etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan.
(4) Pcjabat sclmbzumma duna.'cs' am ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya

- sebagaimana dimaksud dalam uvnl (2) Kepada pejabat lein yang sckerang-Yurangnya
pe_;abal stmktuml escton v,

Pasal 10
Tcmgn hcpcnd;dikan yang mehikukan pelanggaran kode etik selan dikenakan sanksi
moml .cbagaxmam dumfksud ‘dalam Pasal 9 aym (2), dapat juga dikenaken sanksi

gaimana ditentukan dalam Peraturen Disiphin Pegawai Negeri Sipil, atas
mkomendastz-Ma)ehs Kode Elik.

Pasal 11
1y Untukmcnegakkan kode etik, dibentuk Majelis Kode Etik.

(2) Pembentuken Majells Kode Euk stbagaimans dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
Tk olch chabal yangbcrwcnang

!’:mt |2

; crangknp Anggou
) _ g’_ Rxnmns mc'mng_.,kap Anggotx; dan
: 'ckLrﬂnb kumxgnya 3 (tiga) orang Aupply.

o)) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang. moka jumbihiy.
. hans gan_ul
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(3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak bolch lebih rendaly dust jubatan
dan pangkat Tenaga Keperdidikan yang diperiksa.

Pasal [3

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ineweriksa Tenaga Kependidikan
v yangdisangka melangpar kode etik.
~(2) Majelis Kode Etik mengembil keputusan setelah Tenage Kependidikan yang
. bersangkutan diberi kesempatan membeladin,
(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secera musyawarah mufakat.
(4) Dalamy hal wusyawurzh mufiket scbagimena dimaksud dalam ayat (3) tidak
*+tercapai, keputusan diambil dengan suam ferbenyzk.
(5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

R R ; ’ 4 Pastﬂ 14
Majelis Kode Etib wajib menyampakan kepunsarn hasil sdeng majelis kepada Pejaba;
yang berwenang sebagai bahan dalam membedkan sanks, moral danvatau senksi
edministralif kepada Tenaga Kependidikan yang bersangkuten sebageimana dimaksud
dqlan) I{é;_p;’-IB_,ayat (45 '

1 AR
- KETENTUAN PENUTUP

SERA v Pasal 15
(l)-H?l’t,’al’mn yang belum diatr dalem keputuszn ini akan diatu dengan keputusan

(2). Perzturen Rektor ini mulai berlaku scjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Murtaram
pada tanggal 10 Mei 2011

s

A cam |
> NAProl Ir Sunarpi, Ph.D,
Rex1oMIP. 1620804198609 1001

— —
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PENJCLASAN
ATAS
PERATURAN UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENNDIDIKAN
L UMM .
_ Tenaga Kependidikan merupakan vnsur sparetur negara yang bertugas memberikan
Pelagenan yang terbaik dan adil. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional,
dipaduken, Tenaga Kependidikan yang netral, mampu ruenjaga persatusn dan kesstuan
bangsa, profesional dan bertanggung jeweb dalam melaksanakan tugss, serta penul
Kkesetizan - dan - Ketastan kepada Parcasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan
- Pererintah Republik Indonesia. Agar Tenzga Keperdidikan mampyu meelaksanakay
 tugasnya sehapaimana tersebit di atas <ecara hexdaya guna dan berhasil gimna, diperukan
pembinzan sécara tarus menens dan berkesinambungan
. - e B -Pembinaan lenaga Kependidikan i lingkungan Universites Matarun 40 on barpas!
. dengan baik ppabila ditkui;

dengun pelaksanaan dan pencrapan kode clik dalam kehidupan
g foch schm-hanbamscﬁap'ftnaﬁ Kependidikan, Denpan adanya xod: efik bag Tenaga
; Sl Keperdidikan di raksudkan- sebigai bagian dari upaya meningkatkan kualitas Tenaga
: Keperdidikan dalai melaksanakan toges-tagasnya. Dalam Peraturag Reltor ini diater -

 mepgena mggm{ Lesnegaiw; ciika dutun beruganisasi, ctika dalum bermasyarakat,
‘etika terhadap/din “sendifl, dan elika terhadap sesama Tenaga Kependidikan, seda
pét;zgal:a’n_kod:?e'ﬁk, :

| DLPASALDEMIPASAL
Cpasil
Cutup jelas

Paml 2
Cukup jelas

Pasal3
Cukup jelas

Cukup jelas”

‘ £ R F
‘ el Cukup jelas

e i’aﬁalﬁ £

BN
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Cekup jelas

Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas
Hurufb
Cukup jelas
Hunfc
Cukup jelas
Hurufd
Cukup jelas
Hurufe
Cukup jelas
Huruf £
Cukup jelas
Huulg ,

Yang dimaksud dengen wodah Koms Pegawei Republit Indonesiz adaleh wahana
Pembinaan jiwa Korps. dalam rangka, membangun sikap, tingkeh laku, tos keda, Jan
perbuatan terpuji yang harue dilaksanakan oleh soisp Tenogs Kependidikan sehagai 5-1ab
saty unsut Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari.

Pazal 8

Cuku Jeles

Pasal 9

Ayst(l)

Cukup jelas

Ayat (2)

Humufa ,

Pemyataan secar tertutup sebegaimana dimaksud dalam ketentwan ini disampaikan oleh
pejabet yang berwenang dalam ruang tertutup. Pengertion dalam ruang tertutup yaitu
bshwa penynmpuian pemyatean (etsebut tunya diketzhul oleh Tenaga Kependidikan yang
bersangkutan dan pejabat yang menyampaiken prmyataan serta pejabat lain yang lerkait
dengan catatzn pejabat ferkait-dimaksud tidik bo'eh berpangkat lebih rendah dari Tenaga
Kependidikan yang bersangkuten. ‘

Huruf b e

Pemyataan secaa terbuka sebagaimana dimksud dalam ketentuan ini dapat disampaikan
melalui forum-forum portemuan reamt Tenzga Kependidihun, upacara bendera, nwdia
massa dan forom lainnya yang dipandang wesuai untuk jtu,

Ayt (3) '

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 10
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: chmuaq ini. mene,,nskm ‘bahwa- yang memberikan sanksi moral k

Tenzga Kependidikan yang melangpar Yode e, selain dikenakan sanksi mioral, lidas
tertulup kemungkinan yang bersanakuian duaiurn hukuman disiplin atzu lindakan
ednunistratif lainnya oleh Pejabat yang berwenang menghulum berdasarkan rekcmendasi
dari Majelis Kode Etik. Psujatulian Lukumsn Jisipling harus berdesarkan ketsntuan yang

diatur didelem Persturan Pemzrintah Republik Indonesia Nomor 53 Tehun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegewai Negcn Sipil.

Pasal 11

Ayal (1)

Unttk memperoleh obyektivitas dalam menentukan scorang Tenaga Kependidikan
melengpar kade etik, maki perlu dibentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik bersifat
temporer, yaitu hanya dibentuk apabila eda Tenaga Kependidikan yang disengka
melakukan pplangga.mn tezhadap kode etik.

Ayal (2)
Cukaup jelas

Peszl 12 e A
Cukup jzlas ’ =

S b e
SCAYR () . : : '
- Untk mcr.dapatkan keurangan )ang objekur atas sanigkaan pelangparan kode etik,

Majelis Kode Etik disamping dapat memanggil dan memeriksa Tenaga Kependidikan yang

Vbcmng‘.run.n jugadapat mcp:lcngar pejebat lain atan pihak lain yang dipandang perlu,

Ayt (2).
Culup jelas

Ay Q) - o
g Cukupjc!as e

Ayt (4)
Cukup jc!as
Ayt (5)

Keputusan Majclls Kode Etik bersifat fingl, yaitu bahwa keputusan Majelis Kods Elik
tidek’ dapat dm)ukm kcbt:mum

Pas:il 14 -

ada Te
Kependidikan yang melanggar kode etik adelah Pjabat yang berwenang. v g

Gazksi moral hauyu dapat diberikan apabila Majclis Kodz Etik telah merekomendasikan

hah\m yang bmsang} ntan dinyatakan telah melinggar Lode etik Tenaga Kependidikan.

Tasal 15
Cukup jelas

121
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